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PERJANJIAN BISNIS PROPERTI
DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA

Arie S, Hutagalung, S.H., M.L1' \/ :
A

Perjanjian bisnis dalam bidang pengem-
bangan kawasan wisata dapat dibuar dan
dilaksanakan oleh pthak-pihak terkait dalam
bisnis tersebur. Dalam menyusun perjanjian
bisnis pengembangan kawasan wisata harus
dipahami karakteristik tersendiri yang berbeda
dengan bisnis  properi  lainnya.  Potensi
parivisaia yang beraneka ragam berupa
panorama alam, budaya, adar-istiadar dan
wisata alam lainnya.  Perjanjian  bisnis
pengembangan  kawasan  wisala  harus
memperhatikan  karakteristit  yang dimiliki
bisnis tersebur yaitu antara lain padar modal,
padat  tenage kerja, berjangka waktu
menengah - panjang, dan mencakup luas ranah ratusan hekiar. Selain i
dengan munculnya trend pengembangan kawasan wisara yang memiliki
berbagai kawasan lain selain kawasan wisara. Hal ine dimunghkinkan
dengan adanya kawasan hunian (rsidential), kawasan bisnis (central
business distric), yang dibangun secara terpadi seperii yang dijumpai
pada berbagai kawasan wisata yang rtelah dan sedang dikembangkan di
Pulan Binian Riau, Nusa Dua Bali, Tanjung Lesung, dan lain-lain. Bagi
konsultan hukum atau biro-biro hukum yang terkait dengan bisnis tersebiet
khususnya pemerintah daerah kota/kabupaten dalam era otonomi daerah
merupakan tantangan baru. Para lawyers rersebut harus juga memahami
kompleksitas manajemen terpadu yang mengelola kawasan rerpadu dalam
kawasan pariwisata selain aspek-aspek fukum yang telah mereka miliki
selama ini.

'.Pengajar Fakultas Hukum Ul dalam Kelompok Mata Kuliah Hukum Apgraria dan
Konsultan Hukum Pertanahan dan Properti
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I. PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Bisnis Pengelolaan Pariwisata

Bisnis pariwisata di tanah air kita sebagaimana kita ketahui
bersama sudah mengalami perkembangan pesat sejak awal tahun 1980 an
secara nasional sudah dapat dirasakan bersama sebagai akibat
pertumbuhan perekonomian nasional yang mengalami pertumbuhan akibat
pengaruh dari oil booming pada dekade 1970 secara menyeluruh telah
memberikan sumbangan devisa bagi negara kita. Seperti yang dikatakan
Direktur Wisata Internasional, Jodi S. Soesilo bahwa selama sepuluh
tahun terakhir telah terjadi pertumbuhan kunjungan wisatawan manca rata-
rata 12,3% dan pertumbuhaan perolehan devisa rata-rata 17%”.
Meskipun pada wakw terakhir ini kembali mengalami penurunan yang
cukup memprihatinkan yaitu hanya 3 % selama tahun 1997 dan kemudian
menurun drastis hingga periode Januari hingga Juli 1998 mengalami
penurunan 22,83 % dari angka yang dicapai pada tahun 1997°. Hal itu
dikeluhkan oleh para pengelola kawasan pariwisata seperti yang pernah
disampaikan kalangan pengusaha hotel dan resioran belum lama ini
dimana terjadi penurunan angka hunian kamar hotel (bed occupancy ratio)
yang dialami sebagian besar hotel-hotel berbintang dan hotel non bintang
akibat perkembangan politik akhir-akhir ini.

Di dalam perkembangannya bisnis pengelolaan pariwisata telah
menumbuhkan tumbuhnya perusahaan-perusahaan pengelola kawasan
wisata pantai dalam skala besar yang memiliki target pemasaran
internasional, mengelola obyek wisata yang banyak menyerap wisatawan
asing maupun wisatawan domestik seperti kita kenal Bali Tourism
Development Corporation (BTDC), Lombok Tourism Development
Corporation, sebagai pengelola kawasan wisata yang banyak diminati
wisatawan asing.

Tujuan pendirian perusahaan-perusahaan pengelola kawasan wisata
pantai tersebut tentu saja didasarkan pada potensi pariwisata di tanah air
kita yang sedemikian besar memiliki daya tarik bagi para wisatawan asing
maupun wisatawan lokal. Selain itu juga dukungan dari pemerintah yang
cukup besar dalam menempatkan bisnis pariwisata sebagai alternatif
sumber devisa negara yang diharapkan dapat menggantikan sumber devisa
dari minyak dan gas bumi (migas) yang telah merosot jauh akhir-akhir ini
dibandingkan dua dasawarsa yang lalu. Dukungan pemerintah tersebut

2, Dalam Business News no. 6243, 1anggal 30 Nopember 1998, hal, §
A ibid
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dapat kita lihat pada program-program kebijakan yang telah dijalankan
antara lain dengan mencanangkan program kunjungan wisata pada rahun
1991 “Visir Indonesia Year” hingga vang dicanangkan pada awal 1998
yang dicanangkan sebagai tahun pariwisata dengan motto “Let’s Go
Indonesia”.

Pembahasan bisnis pengelolaan kawasan pariwisata dari segi
teknis pembuatan kontrak bisnis properti yang terkait dengan pengelolaan
kawasan pariwisata adalah berfokus pada kontrak (yang dalam makalah ini
penulis menyebut “Perjanjian”) yang menjadi dasar pengelolan kawasan
pariwisata yang dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu
perjanjian dasar yang menjadi fokus bahasan di sini dan perjanjian
pelengkap yang selanjutnya menjadi pelengkap pelaksanaannya. Perjanjian
dasar tersebut adalah perjanjian yang pada prinsipnya berisi tentang
syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan penggunaan ianah yang dalam hal
ini tunduk pada ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip Hukum Tanah
Nasional. Sedangkan tanah kaitannya dengan properti menurut
kepustakaan asing adalah sebagai bagian dari properti yang tergolong
“real property” dalam hukum kebendaan menurut sistem hukum yang
berlaku di negara-negara Anglo Saxon®. Di dalam perjanjian dasar itu
dapat juga disertai dengan pembentukkan suaru perusahaan pengelola
sarana wisata yang dilakukan secara bersama-sama antara pihak investor
lokal maupun asing dengan pihak pemerintah daerah setempat’.

Perjanjian pelengkapnya adalah perjanjian-perjanjian yang pada
prinsipnya mengatur lebih lanjut pelaksanaan perjanjian dasar yang
memuat ketentuan-ketentuan dalam pengembangan dan pengelolaan tanah
yang diperuntukkan sebagai kawasan pariwisata tersebut juga akan kami
singgung di sini meskipun tidak secara rinci yang dapat bentuk: Sire/Land
Development Agreement, Management Agreement, Technical Assistance
Agreement, Tourism Area Rules and Regulation, Residential Area Rules
and Regulation, dan perjanjian lain yang tergantung pada lingkup proyek,
prioritas pengaturan dan jenis fasititas pariwisata yang diselenggarakan.

* Kate Green dan Marise Creemona. Land Law. London : Macmillan Education. Lid.,
1989, halaman 10 yang menyatakan “In lawyers' vocabulary interests in land are
property.”

* Fokus bahasan adalah perjanjian kerjasama yang obyenya tanah Hak Pengelolaan yang
diseriai dengan pembentukkan suatu perusahaan {PT) pengelola kawasan wisata.
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B. Perjanjian (kontrak) Bisnis Pengelolaan Kawasan Pariwisata

Penyusunan perjanjtan dalam bisnis pengelolaan pariwisata sebagai
suatu perjanjian dalam bisnis properti agar menghasilkan draft perjanjian
yang baik maka secara teknis ada langkah-langkah yang diberikan oleh
Lucy Allen Marsh yang terdiri dari lima tahap. yaitu:

- “First, you must understand whai the proposed transaction is. This
means tatking to your client to find our what the client has in mind. ...

- The second step is to organize the doctument 1o sort our ideas. Just as
you probably put knives and forks in different paris of your kitchen
drawer, so, too, you should sort out the different components of the
document ..., , e .

- The third step is the actual writing of the document. If you have
developed a good paitern for the document, the actual writing should
not be too difficulr ...

- The fourth step is simply to set your drafting aside for some period of
time-hopefully overnight. This 1 sounds easy, but ir acrually is hard
and important .,

- The fifth step is simple to make the necessary correction. When
portion of the document reads awkwardly, fix it. If you spot
incosistently or loose ends, correct them ..."*

Langkah-langkah yang diberikan Lucy A. Marsh tersebut tentu
secara tekmis dapat menjadi pedoman yang baik terlebih bagi para
konsultan hukum atau legal officer yang masih yunior. sedangkan bagi
yang senior dan berpengalaman langkah-langkah tersebut kiranya sudah
menjadi kebiasaan rutin yang sudah ditekuni.

Berkaitan dengan langkah-langkah tersebut tentu saja sebagai pisau
analisa permasalahan dan solusi dalam bentuk legal audit, due ditligent,
advis-advis, opini hukum (legal opinion) dan antisipasi-antisipasi ke-arah
lifigation proces atau arbitrase secara integral dan tepat menurut hukum
yang berlaku dapat kita berikan kepada klien dengan tanpa meninggalkan
prinsip-prinsip pokok dalam bisnis yaitu : efisiensi dan efektivitas wakm
dan biaya. Sebagai langkah awal yang harus dapat dan ada pada contract
drafter adalah pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang
terkait erat dengan permasalahan yang akan dibuat kontraknya serta pihak-
pihak vang terkait seperti instansi pemerintah, lembaga keuangan, pemilik

“Lucy A. Marsh, Real! Properly Transactions, Practical Application of The Law.
Toronto : Liule. Brown and Company Lid.. 1992
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standar internasional seperti merek dagang, manajemen pemasaran,
misalnya pengelola resort tourism area dan manajemen hotel berbintang
yang memiliki jaringan internasional.

II. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. HUKUM PERDATA

Prinsip-prinsip atau azas-azas dalam hukum perdata yang harus
diperhatikan di sini adalah terkait dengan dengan bentuk hubungan hukum
yang mendasari pengoperasian kawasan pariwisata yang dituangkan dalam
bentuk perjanjian dalam bisnis propernti yang harus tunduk dan mematuhi
ketentuan buku ketigan KUHPerdata serta ketentuan dalam hukum acara
perdata yang diatur dalam Herziene Indonesische Reglement (HIR) /
Reglement Indonesische Buitengewesten (RIB) yang akan berlaku apabila
dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi sengketa dan tidak dapat
diselesaikan oleh para pihak, sepanjang oleh para pihak tidak
diperjanjikan penyelesaian sengketa melalui arbitrase.

B. HUKUM TANAH DAN PERUMAHAN

Obyek tanzhnya yaitu berupa tanah Hak Pengelolaan dan bentuk
perjanjian pengelolaan kawasan pariwisata di atas tanah tersebut, maka
harus dipahami di sini adalah mengenai azas-azas vmum dan Kketentuan
hukum tanah nasional khususnya mengenai tanah Hak Pengelolaan.
Adapun peraturan-peraturan tersebut antara lain :

I. Undang- undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA)

2. Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 (Undang-undang Hak
Tanggungan)

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996, tentang Hak Guna Usaha
(HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP)

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. temtang Pendaftaran
Tanah

5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanzhan Nasional
(BPN) Nomor 2 tahun 1999, tentang Tatacara memperoleh [jin Lokasi
dan Hak atas Tanah bagi Perusahaan Penanaman Modal

6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1999,
tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah

7. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999,
tentang Tatacara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah di atas
Tanah Negara
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Tatacara Kerjasama Pembuatan Perjanjian Kerjasama

Pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata yang akan
dilakukan di atas tanah Hak Pengelolaan (HPL) dalam bentuk perjanjian
pembentukan perusahaan antara pemerintah daerah (Pemda) selaku
pemegang tanah HPL dengan pihak investor harus memperhatikan
ketentuan-ketentran khusus di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun
1999 dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang akan mempenga-
ruhi klausul perjanjian kerjasama menyangkut tatacara, penentuan
kewenangan-kewenangan yang akan dilimpahkan kepada investor.
pembiayaan, Rencana Tawa Ruang. Dalam penyusunan suatu perjanjian
kerjasama pengembangan kawasan pariwisata juga harus memperhatikan
ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu:

I. Bidang kepariwisataan:
a. Ketentuan hukum dalam sektor kepariwisataan yang terkait dengan
pengelolaan kawasan pariwisata antara lain :

Undang-Undang Nomor 9 tahun 1991, tentang Kepariwisataan

b. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor :

KM.13/PW.102/MPPT-93, tentang Ketentuan Usaha Sarana

Wisata Tirta

2. Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Penanaman

Modal

a. Undang-undang Nomor | tahun 1967. tentang Penaznaman Modal
Asing yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang Nomor 11
tahun 1970

b. Undang-undang Nomor 6 tahun 1968, tentang Penanaman Modal
Dalam Negeri yang selanjutnya diubah dengan Undang-undang
Nomor 12 tahun 1970

¢. Undang-undang Nomor 1 tahun 1995, tentang Perseroan Terbatas

III. PTHAK-PTHAK YANG TERKAIT:

a. Investor

Menurut  ketentuan Keputusan Menteri Pariwisata. Pos dan
Telekomunikasi Nomor : KM.13/PW.102/MPPT-93, tentang Ketentuan
Usaha Sarana Wisata Tirta perusahaan yang menyelenggarakan usaha
wisata tirta terbuka unmk Penanaman Modal Asing dan Penanaman
Modal Dalam Negeri.
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b. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah terkait selain sebagai pemegang hak atas ranah
HPL, juga terkait dengan perjjinan-perijinan yang diperlukan dalam
pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan pariwisata. Hal ity
ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 juncte Undang-
undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah,

IV. KARAKTERISTIK BISNIS PENGELOLAAN KAWASAN
PARIWISATA

1. Mencakup areal tanah yang luas (Ratusan bahkan ribuan hektar)

Pada umumnya perusahaan-perusahaan pengelola kawasan pari-
wisata yang kami sebutkan di muka seperti BTDC, LTDC, BWI, KLTDC
menguasai areal tanah yang luas antara 300 hektar hingga di atas 1000
hektar, Hal itu dimaksudkan sesuai dengan konsep pengembangan
kawasan wisata tirta {(wisata pantai) secara terpadu yaitu di dalam kawasan
tersebut juga disediakan berbagai fasilitas-fasilitas lain yang fidak saja
berupa obyek wisata pantai, tetapi juga dilengkapi dengan;

a. sarana akomodasi yang memiliki kelas. hotel berbintang, hotel
melati, hostel, coftage

b. sarana transportasi air, tramsportasi Kkawasan wisata, dan kawasan
hunian

¢c. sarana rekreasi wisata air, wisata flora, fauna, wisata keluarga

d. sarana olah raga selam (diving), selancar angin (wind surfing), buggy
jumping, ski air, golf range, driving range dll '

e. sarana boga, restoran, bar, kafe, kantin

Selain it di kawasan tersebut juga dibangun residential area suaw
komplek hunian yang dipasarkan secara luas kepada masyarakat yang
jumlah unit rumah dan luas area-nya disesuaikan dengan Block plan dan
Master Plan kawasan tersebut yang biasanya dipasarkan dalam bentuk
kavling-kavling siap bangun dengan batasan-batasan yang diatur dalam
Rules and Regulation of Residential Area menyangkut. koefisien dasar
bangunan, koefisien lantai bangunan, spesifikasi sarana dan prasarana
hunian serta penggunaan fsilitas umum dan fasilitas sosial yang terpisah
dari kawasan wisata.

2. Bisnis Jangka Menengah dan Panjang

Proses pengembangan kawasan pariwisata terpadu memerlukan
jangka waktu pembangunan yang tidak dalam wakw singkat tetapi
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memeriukan suam tahap-tahap pembangunan yang harus sudah sejak awal
ditentukan dengan memperhatikan prioritas-prioritas yang secara strategis
akan menentukan kemajuan pengembangan dan pengelolaan kawasan
tersebut. Jangka waktu pembangunan tersebut berkisar antara 3 sampai 6
tahun yang tergantung pada luas tanah dan jenis-jenis sarana dan fasilitas
yang akan dibangun. Tent saja misalnya pembangunan di kawasan
hunian (residential area) akan kurang menarik minat pembeli jika
kawasan wisatanya belum selesai atau belum dibangun, karena mengingat
lokasi tanahnya yang relatif jauh dari pusat kota tentu menjadi kurang
diminati dengan minimnya sarana dan fasilitas wisata dan pendukungnya.
Sedangkan dari sisi bisnis tahap pencapaian break evemr dari
pengembangan kawasan pariwisata tentu termasuk kategori fong trerm
bussines, yang dapat dilihat dalam jangka wakm divestasi dalam
perjanjian dasar yang berkisar antara 50 sampai 75 tahun.

3. Padat Modal

Dari gambaran luas tanah dan berbagai fasilitas pariwisata dan
akomodasi yang dibangun tentu saja memerlukan biaya yang besar yang
diperlukan pihak pengelola kawasan pariwisata yang dapat diperoleh dari
dalam dan/atau dari luar negeri. Mengingat besarnya biaya yang
diperlukan, maka biasanya sumber pendaan tdak berasal dari satu
lembaga pembiayaan, melainkan dari lebih dari satu lembaga pembiayaan
melalui sindikasi bank-bank dalam negeri dan bank-bank asing (loan
syndication) yang akan memberikan syndicated loan (kredit sindikasi)
dalam jumlah jutaan dollar atau milyaran hingga trilyun rupiah. Di dalam
perjanjian dasar hal ini harus sudah diperjanjikan antara pemda dengan
pihak investor karema akan terkait dengan pembebanan hak atas tanah
kawasan pariwisata tersebut.

4. Padat Tenaga Kerja

Luas tanah dan jenis-jenis fasilitas yang akan dibangun dan dikeiola
dalam kawasan pariwisata tentu saja memerlukan tenaga kerja yang cukup
banyak dan"dari berbagai klasifikasi mulai dari top manajer. manajer.
asisten manajer sampai tenaga-tenaga tingkat rendahan yang menangani
masing-masing pekerjaan sesuai dengan tingkat keahlian, pendidikan.
ketrampilannya. Demikian besar multiplier effect yang dapat diciptakan
sektor ini apabila dapat dilaksanakan secara benar dan mengingat kondisi
sekarang ini yaitu banyaknya PHK yang terjadi kiranya patut
diperhitungkan oleh pemerintah untuk dapat memprioritaskan pariwisata
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sebagai salah satu prioritas pengembangan. karena di sisi lain juga sisi
perolehan devisa langsung kepada negara.

5. Manajemen Pengelolaan Terpadu

Sebagai bentuk kawasan terpadu yang dapat dibagi menjadi dua
kelompok area penggunaan yaitu wisata dan hunian (residential) sebagai
satu kesatuan kawasan pengembangan, maka diperlukan pengaturan yang
mampu mendukung pengembangan kawasan wisata dan dengan memper-
hatikan kenyamanan, keamanan, keserasian lingkungan hunian. Peng-
aturan tersebut dilakukan dengan penetapan suatu peramuran kawasan
(Rules and Repulation) yang dibuat pengelola kawasan. yang terdiri dari :
a. Rules and Regulation of Tourism Area
b. Rules and Regulation of Residential Area

V. KLASUL-KLAUSUL YANG SPESIFIK DALAM PERJANJIAN

A. PERJANJIAN DASAR

Klausula-klausula dalam Perjanjian Dasar yang spesifik pada
prinsipnya dapat dibedakan atas :

|. Klausul mengenai obyeknya yaitu tanah HPL yang mengacu pada
ketentuan PMDN Nomor 1/1977 mengenai tatacara pemberian hak
atas tanah kepada pihak ketiga, termasuk kewenangan merencanakan
penggunaan tanah tersebut sebagai kawasan pariwisata yang sejak
awal ditentukan oleh Pemda dalam bentuk Perda selanjutnya
dituangkan dalam Master Plan dan Blok Plan pengembangan kawasan
tersebut;

2. Klausul pembentukan Perseron Terbatas (PT) yang dilakukan oleh
investor dan Pemda termasuk jangka wakm divestasi (70 tahun) sejak
diterbitkannya sertipikat HPL atas nama Pemda dan selanjutnya
ditakukan permohonan HGB atas nama PT yang terbentuk untuk
selanjutnya dapat dijual atau dialihkan kepada pihak lain, dijadikan
jaminan kredit dengan pembebanan Hak Tanggungan;

3. Klausul yang membuka kesempatan bagi pihak Kketiga untuk
menanamkan modainya, secara langsung dengan membentuk PT.
PMA maupun dalam bentuk GService Agreement, Managemen:
Agreement misalnya pengelolaan dan pengoperasian hotel berbintang
yang memiliki jaringan internasional dalam kawasan pariwisata.
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B. PERJANJIAN-PERJANJIAN PELENGKAP

Pelengkap dari perjanjian dasar pengembangan kawasan pariwisata
dapat dibuat oleh PT pengelola kawasan pariwisata dengan pihak lain,
misalnya :
developer
property management
hotel management
resort management
golf court designer
markeling agent
travel agent, dil

mme oo o

Namun pada prisipnya perjanjian pelengkap dapat dikelompokkan
dalam tiga golongan besar, yaitu :
1. Perjanjian pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata
Misalnya: Site/land Development Agreement
2. Perjanjian pengelolaan, pengoperasian sarana-sarana pariwisata
Misainya: Hotel Management Agreement, Resort Management
Agreement Golf Membership.
3. Perjanjian pemeliharaan dan perawatan kawasan pariwisata
Misalnya: Environment Maintenance Agreement

Selain itu juga perjanjian yang dibuat pengelola kawasan
pariwisata dengan pihak pembeli unit-unit hunian yang akan dibangun
yang merupakan perjanjian jual beli tanah dan bangunan seperti pada
pembelian rumah pada proyek real estate biasa, hanya dibedakan adanya
ketentuan-ketentuan khusus {guiding principles) yang ditetapkan dalam
Rules and Regulation Area.

VI. HAL-HAL LAIN YANG TERKAIT DENGAN PERJANIJIAN
A. Aspek Multi Manajemen

Secara umum dalam pengembangan kawasan pariwisata tidak
lepas dari aspek manajemen sejak perencanaan lalu tahap pembangunan.
pengoperasian dan pemeliharaan sarana wisala dan sarana dan fasilitas
dalam kawasan hunian yang masih belum banyak dikuasai perusahaan
dalam negeri, sehingga banyak melibatkan resorr management, hotel
managenient, manitenance mmanagenent aiaw resort and properry
markering management, exhibition marketing agenr sehingga diharapkan
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dengan adanya perjanjian kerjasama manajemen ini akan mampu terjadi
suatu transfer of knowledge/skill dan pada akhirmya akan lebih banyak
dilakukan perusaftaan dalam negeri.

B. Aspek Pembiayaan

Sebagai suatu proyek bisnis yang padat modal di dalam perjanjian
pengembangan kawasan pariwisata harus dimuat klausul yang membuka
kesempatan luas kemungkinan untuk mencari investor/lembaga
pembiayaan yang tertarik untuk membiayai proyek ini, karena dana yang
diperlukan sangat besar yang dalam prakieknya ridak akan mudah didapat
dari bank-bank dalam negeri, sehingga perlu diperoleh dari bank-bank
asing yang juga diharapkan menjadi promotion agent proyek ini di negara
asalnya.

C. Aspek Pilihan Hukum dan Penyelesaian Sengketa

Pilihan hukum yang harus dicantumkan dalam perjanjian-
perjanjian yang dibuat dalam rangka pengembangan kawasan pariwisata
harus dibedakan pada obyek dan sifat perjanjian yang dibuat sesuai azas-
azas hukum yang berlaku secara universal, misalnya untuk perjanjian
yang memuat perbuatan hukum atau hubungan hukum yang obyeknya
tanah atau benda tidak bergerak pilihan hukumnya adalah hukum dimana
benda tersebut terletak, sebab pada akhirnya jika terjadi sengketa yang
dilanjutkan dengan proses eksekusi akan memerlukan fiar eksekusi
pengadilan setempar dimana benda/tanah tersebut terletak dalam hal ini
perlu diperhatikan ketentuan hukum acara perdata dalam HIR/RIB.
Sedangkan jika obyek yang diperjanjikan benda bergerak, para pihak
dapat lebih leluasa menentukan pilihan hukum.

Selain i mengenai aspek penyelesaian sengketa juga harus
memperhatikan ketentvan Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengkela, yang memberikan
kompetensi absolut kepada badan arbitrase yang diperjanjikan para pihak
dan dapat mengabaikan kompetensi pengadilan’.

? Vide ketentuan UU No,30 mhun 1999 Pasal 9 ayar (1). Pasal 6 ayar (1) jo. Pasal 3
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